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KEPUなUSAH

REPALA D重NAS PENANAMAN蘭ODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P暮NTU

KABUPATEH BARITO UTARA

NOMOR: 42l.2/ OO/ /DP蘭PTSP

TEHTA蘭色

PEMBEREN IZIN OPERAS量OHAL PEHYEI‘ENGGARAAN

PEND重D量KA蘭T量NGKAT PENDIDII種IⅢ SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA DINAS PENANA軸AⅣ 】晴ODAL DAN PELATENAN TERPADU SATU P重NTU

KABUPATEN BAR重でO UTARA,

Membaca　　　‥　a. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan

Pendidikan tin頭at Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Islam

Terpadu (SDIT) Yayasan Nur Afifah Nomor : 02O/YNA-

MT/III/2020 tangga1 15 Maret 202O Perihal Pemohonan Izin

Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Yayasan

Nur A血fah;

b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Barito Utara Nomor : 420/314/PEMB.DIKDAS/2O20 tangga1

3 Maret 202O Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah

Dasar Islam Te章Padu (SDIT) Yayasan Nur A鮎ah;

Menimbang　: a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Usia SD

bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD ’45 dan Sistem

Pendidikan Nasional,　dengan ini diberikan Izin

Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)

kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Yayasan Nur

A血息h;

b. bahwa Izin Penyelenggaraan dimaksud adalah Izin

Operasional dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan

hukum dan Peraturan Perundangun-Undangan yang berlaku;

C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud

Pada huruf a dan b di atas perlu diberikan Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)

kepada Sekolah Dasar Islam TeIPadu (SDIT) Yayasan Nur

A鮒ah dengan KeputusJm Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan ’rerpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.

Mengingat　: 1. Undang-Undang Nomor　2O Tahun　20O3　tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Peme五ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor　5587), Sebagaimana telah

beberapa kali diubah’ terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2O15 tentang pembahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor　39　鴫hun 1992　tentang

Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,
Tambahan IJembar Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubuk Indonesia

Tahun 20O5 Nomor 41 , Tanbahan Lemb劃m Negara Republik

Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Peme轟ntah Nomor 13

Tahun　2O15　tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 20O5 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembarm Negara Republik Indonesia Tahun

2015　Nomor　45’ Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5670) ;

5. Peratu噸皿　Pemerintah Nomor 17　鴫hun　2010　tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembarun

Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 23, Tambahan

Lemba鵬皿　Neg牟ra Republik Indonesia Nomor　5105)

Sebagaimana telah diubah deng争n Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia fahun　2010　Nomor l12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 57) ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,

Fembahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 607) ;

7・ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18

Nomor 896) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ba轟to Utara Nomor 2 Tahun

2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Utara Nomor 6) ;

9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pe血npahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan

Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Barito Utara Dalan Rangぬ　Penyelenggaraan

Pelayanan Pe轟zinan Terpadu Satu Phtu (Berita Daerah

Kabupaten Barito Utim Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN. …



Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagai

Se教olah D種sar Idrm ↑e章p種du (SD重T)

Y種ya暮an Nur An組h

Pendldlkan D種sar 9 Tahun

貰ep種血∴Sekohh D耽種r Ial種m Te重p種du

(SDIT) Yay種さan Nu章An組h

Jdan Nega調l蘭uamでe▼eh-Ba可種rm種年ln)

S書mpang J書ng種h, R富. 04, RⅣ. 06,

Xelu細心食n Jlng種h.

Heca皿種tan Teweh Bar叫,

職種bup種ten B種轟to Uta調

: Pemegangizin ini :

l. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar

dan Menengg血.

2. W雀jib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan

Laporan Perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan ・

3. Berta重1ggungiawab penuh atas terselenggaranya proses

bel勾ar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan

mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Pemndang-

Undangan yang beriaku.

: Keputusan ini berialru sQjak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

PenetaPannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tangga1 15 Ap軸2O20
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